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KATA PENGANTAR 

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih 

berdayaguna, berhasilguna, bertanggung jawab dan untuk lebih 

memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sebagai wujud 

pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta 

dalam rangka perwujudan good governance, Dinas Pendidikan dan 

Kebudyaan Kabupaten Lima Puluh Kota telah dapat merumuskan dan 

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023. 

Berdasarkan dinamika perkembangan yang terjadi, penyusunan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini mengacu pada Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati 

Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis 

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan deskripsi 

atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program, Kegiatan yang 

didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah 

ditetapkan, termasuk aspek keuangan. 

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Lima 

Puluh Kota dalam upaya mewujudkan good governance. 

Sarilamak,               Februari 2024 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Lima Puluh Kota 

 
 
 
 

AFRI EFENDI, S.Pd, SD, MM 
NIP. 196803281992101001 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

alam rangka perwujudan prinsip-prinsip good governance, 

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem 

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga 

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung 

jawab serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas 

dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas 

penggunaan anggaran. Dalam penyusunan laporan kinerja diperlukan 

yaitu pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) 

secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bagian rutin 

yang dilaksanakan setiap tahun dengan mengacu pada penerapan 

Reformasi Birokrasi yang akuntabel dan mewujudkan manajemen 

perencanaan kinerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.  

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repulik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.  

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan 

para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi 

secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan 

melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara 

periodik.  

D
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Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila 

perencanaan yang diserta dengan perwujudan sistem akuntabilitas 

terhadap kinerja pemerintah. Atas dasar tersebut, maka Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota berkewajiban 

untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur 

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai 

sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah 

untuk meningkatkan kinerjanya. 

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota selaku unsur 

pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. 

Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta 

fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota.   

 

B. Tugas dan Wewenang  

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) dan Peraturan Bupati 

Lima Puluh Kota Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan. Urusan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pembagian urusan 

pemerintahan kabupaten bidang Pendidikan dan kebudayaan. Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah.  
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Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan dan bidang 

Kebudayaan. 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pendidikan dan bidang 

Kebudayaan. 

c. Pelaksana evaluasi dan pelaporan bidang Pendidikan dan bidang 

Kebudayaan 

d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan 

fungsinya. 

 

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  

Kabupaten Lima Puluh Kota 
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C. Dasar Hukum  

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain: 

1.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 196 Nomor 25); 

2.    Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan 

Negara Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3.    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4.    Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesa Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66); 

5.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negagra 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

6.    Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetantang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 

7.   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 

5601); 
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8.   Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

9.   Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 

Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentag Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunan Aparatur Negara dan 

Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 – 2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Lima Puluh Kota 2016 – 2021 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6); 
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2016 Nomor 15); 

17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima 

Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten 

Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 3); 

18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 108 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima 

Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 108). 
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BAB  II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN 

encana strategis merupakan dokumen perencanaan jangka 

menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, 

kebijakan, program dan kegiatan. Rencana strategis Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran 

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2026 berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan memperhatikan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Rencana 

Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024. 

Rencana strategis ini akan dijadikan pedoman bagi semua pihak dalam 

menyusun perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang 

telah tertuang di dalam rencana strategis tersebut yang akan dituangkan 

ke dalam rencana kerja (Renja) yang dibuat setiap tahunnya. Rencana 

strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan dokumen 

perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 

kurun waktu lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan. 

Rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disusun dalam 

rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah yang 

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 – 2026.  

Adapun visi Kabupaten Lima Puluh Kota yang tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah MEWUJUDKAN 

LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA 

DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI 

KITABULLAH 

 

R



 

  

LKJIP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2023 8 

 

Adapun misi pembangunan sebagai penjabaran visi tersebut sebagai 

berikut: 

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan 

berdaya saing berlandaskan keimanan 

2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral 

yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional 

3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah 

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi 

seutuhnya. 

5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang 

mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan 

masyarakat yang lebih baik. 

Misi pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Pendidikan dan 

Kebudayaan yaitu misi ke satu (1) : Meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan, dengan 

tujuannya adalah : 

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan sasaran 

Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat. 

2. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat 

berdasarkan falsafah adat basandi syara’,syarak basandi Kitabullah, 

dengan sasaran pembangunan Optimalnya pendidikan dan fungsi 

kelembagaan agama, adat dan budaya 

 

Program-program di Dinas Pendidikan yang akan mendukung misi ke satu 

yaitu: 

1. Program Program Pengelolaan Pendidikan 

2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

3. Program pengembangan Kebudayaan 

4. Program Pengembangan Keseniaan Tradisional 

5. Program Pembinaan Sejarah 

6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 

7. Program Pengelolaan Permuseuman 
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Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  

Kabupaten Lima Puluh Kota 2021-2026 

NO TUJUAN 
INDIKATOR 

TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR  
SASARAN 

TARGET KINERJA SASARAN PADA 

TAHUN 

     2021 2022 2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)  

1. Optimalnya pendidikan 

dan fungsi kelembagaan 

agama, adat dan 

budaya 

Indeks ABS 

SBK 

Meningkatkan kualitas 

pengembangan  

Kebudayaan  

Persentase 
pemberlakuan 
norma adat yang 
berlaku 

NA 2,53 46,83 77,21 89,87 100 

2. Meningkatkan Kualitas 

dan akses Pendidikan 

Persentase 

Peningkatan 

kualitas dan 

akses 

Pendidikan 

Meningkatnya 

Pengelolaan Pendidikan  

Rata-rata Lama 
Sekolah 

8,16 8,23 8,30 8,37 8,44 8,52 

    Harapan Lama 
Sekolah 

13,48 13,76 13,85 14,13 14,32 14,50 

3. Meningkatkan nilai 

akuntabilitas kinerja 

Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan  

Persentase 

peningkatan 

nilai 

akuntabilitas 

kinerja Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan 

Meningkatkan nilai 

akuntabilitas kinerja 

keuangan dan Reformasi 

Birokrasi Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan 

 

Nilai Indeks RB 

 

B B B B B B 
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Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 adalah : 

1. Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan 

budaya. 

2. Meningkatkan Kualitas dan akses Pendidikan. 

3. Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

Adapun sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan adalah : 

1. Meningkatnya kualitas pengembangan  Kebudayaan. 

2. Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan. 

3. Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja keuangan dan Reformasi 

Birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 

Indikator Sasaran yang menjadi IKU Kepala Daerah pada Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan adalah : 

1. Rata-rata Lama Sekolah. 

2. Harapan Lama Sekolah. 

3. Persentase pemberlakuan norma adat yang berlaku. 

Indikator sasaran yang menjadi IKU Organisasi Perangkat Daerah adalah: 

1. Rata-rata Lama Sekolah. 

2. Harapan Lama Sekolah. 

3. Persentase pemberlakuan norma adat yang berlaku. 

4. Nilai AKIP 

5. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB) 

6. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

 

B.  PERJANJIAN KINERJA  

Dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen 

pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan 

untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen 

ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target 
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kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, 

indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun 

waktu satu tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja 

tersebut diukur tingkat keberhasilan /kegagalannya pada akhir periode. 

Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Lima Puluh Kota Tahun 2023.    

 

PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 
 
OPD    : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
TAHUN ANGGARAN : 2023 
 
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 

 

1 2 3 4 5 

1. Meningkatkan kualitas 
Pengembangan 
kebudayaan 

1. Persentase 
Pemberlakukaan norma 
adat yang berlaku 

% 46,83 

2. Meningkatkan 
Pengelolaan  Pendidiikan 

2. Angka Harapan Lama 
Sekolah 

Tahun  13,85 

3. Meningkatkan kualitas 
dan kuantitas kinerja dan 
pelayanan Perangka 
Daerah 

3. Nilai AKIP Nilai B 

  4. Nilai Indeks Reformasi 
Birokrasi (RB) 

Nilai B 

  5. Nilai Indek Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 

Nilai 87,98 

 

Program Anggaran Ketera

ngan 

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Rp 395.467.010.912,-  

2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Rp 106.741.029.000,-  

3. PROGRAM PENGEMBANGAN 

KEBUDAYAAN 

Rp 1.648.737.100,-  

4. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN 

TRADISIONAL 

Rp 365.000.000,-  
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5. PROGRAM PELESTARIAN DAN 

PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 

Rp 243.734.100,-  

6. PROGRAM PENGELOLAAN 

PERMUSEUMAN 

Rp. 1.592.000,-  

 Jumlah Anggaran Rp 504.467.103.112,-  

 
 
 

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 
 
OPD    : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
TAHUN ANGGARAN : 2023 

 

 
NO  

 SASARAN STRATEGIS   INDIKATOR KINERJA   SATUAN   TARGET  

 1.  
 Meningkatkan kualitas 
Pengembangan kebudayaan 
  

1.  Persentase 
Pemberlakukaan 
norma adat yang 
berlaku  

 %  

46,83 

 2.  
Meningkatkan Pengelolaan  
Pendidikan  

  
2. 

Angka Harapan Lama 
Sekolah  

 Tahun  
13,85 

  3. 
Angka Rata-rata Lama 
Sekolah 

Tahun 
8.04 

3. 
 Meningkatkan kualitas dan 
kuantitas kinerja dan 
pelayanan Perangka Daerah  

  
4. 

 Nilai AKIP   Nilai  

B 

  
  
5. 

Nilai Indeks Reformasi 
Birokrasi (RB)  
 

 Nilai  
87,98 

  
 
3. 

 Nilai Indek Kepuasan 
Masyarakat (IKM)  

 Nilai  
46,83 

 

Program Anggaran Ketera

ngan 

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Rp 380.622.772.318,-  

2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Rp 120.721.121.484,-  

3. PROGRAM PENGEMBANGAN 

KEBUDAYAAN 

Rp 2.784.654.100,-  
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4. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN 

TRADISIONAL 

Rp 598.385.325,-  

     

5. PROGRAM PELESTARIAN DAN 

PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 

Rp 456.128.600,-  

6. PROGRAM PENGELOLAAN 

PERMUSEUMAN 

Rp. 151.535.600,-  

 Jumlah Anggaran Rp 505.334.597.427,-  
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